WALIKOTA SUKABUMI
PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 17 TAHUN 2010
TENTANG :

STANDAR SATUAN HARGA (SSH) TERTINGGI PE

PENDAPATAN DAN BELANJA D ﬁk
TAHUN ANGGAii Y
I,

WALIKOTA SUK

Menimbang

at (3) Peraturan Pemerintah Nomor
Keuangan Daerah, maka perlu
SH) Tertinggi Pelaksanaan APBD

Mengingat
pcil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,
awa Barat (Berita Negara Republik Indonesia
s 1950) sebagaimana telah diubah dengan
an omor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan
Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara
ndonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran
ublik Indonesia Nomor 551);

ndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
an Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Fambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang .......




Memperhatikan g

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tamjpghan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tah Q04 typftang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah A Pemgfintahan Daerah
iR Tahun 2004 Nomor 126,

(Lembaran Negara Republik IndOresi®

Tambahan Lembaran Neg Xepwblik Indonesia Nomor
4438);

Peraturan Pemerint@or 58 >Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan tah (Le n Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor @ ambahan Lembaran
)

esia N%
a un 2010 tentang Pedoman
_rinta

h;

%umi Nomor 1 Tahun 2007 tentang

Keuangan Daerah (Lembaran
ahun 2007 Nomor 1, Tambahan

phan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota
008 Nomor 2);

Peratu@lenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

te g Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
un 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

S

®lm Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
efigelolaan Keuangan Daerah;

o

Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah secara
Swakelola di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi (Berita
Daerah Kota Sukabumi Tahun 2005 Nomor 6 Seri E - 1);

. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2005 tentang

Persyaratan Pengadaan Jasa Konstruksi (Berita Daerah Tahun
2005 Nomor 9 Seri E - 9);

4. Peraturan ......



Menetapkan

4. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 27 Tahun 2007 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntansi
Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007
Nomor 27);

5. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 28 Tahun 2007 tentang Sistem

dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota
Sukabumi Tahun 2007 Nomor 28);

MEMUTUSKAXN

PERATURAN WALIKOTA TENT ' SATHYAN HARGA
(SSH) TERTINGGI PELAKSA GGA ENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH (A )T N ANGGXRAN 2011.

BABI @
@UA

Pasa

ta ini ya imaksud dengan :

bantuan dengan prinsip otonomi seluas-
dan prinsip Negara Kesatuan Republik
ana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
blil Indonesia Tahun 1945.

i Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah
sur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Ke -% [Daerah adalah Walikota Sukabumi.
5. il Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Sukabumi.

6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai
dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang

meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

8. Anggaran ......
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8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD,
dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

9. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala
Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Daerah.

10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang nya disingkat PPKD
adalah kepala satuan kerja pengelol an Daerah yang

mempunyai tugas melaksanakan peng A B bertindak

sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Bendahara Umum Daerah yang @u ny¥ dfdiaglar BUD adalah
PPKD yang bertindak dala Dasitgé sebagal Bendahara Umum

Daerah.

12. Kuasa BUD adalah pejabat ya iberi k @ ntuk melaksanakan
tugas Bendahara Umum Daerah.

13. Satuan Kerja Perang adfa

adalah perangkat daera d
anggaran/barang. @

14. Unit Kerja ad

anjutnya disingkat SKPD
Daerah selaku pengguna

S
=2

15. Pejabat P

beberaf
wya.
16. Pembua mitmen (PPK) adalah pejabat yang diangkat oleh

gona Anfgearaw/Kuasa Pengguna Anggaran yang bertanggung

javRY atas p aan pengadaan barang/jasa.
enggu Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan
enggu anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi
SKI@ ipimpinnya.
18. a Réngguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
Zksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

N

75

19. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-
SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk
melaksanakannya.

20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat
DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan
belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh
Pengguna Anggaran.
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BAB II
STANDAR SATUAN HARGA (SSH)
Pasal 2
(1) Standar Satuan Harga Tertinggi APBD yang selanjutnya disingkat
SSH adalah Pembakuan Biaya Batas Tertinggi (PBBT) dari suatu

barang dan/atau jasa baik secara sendiri Rpadupun gabungan yang
diperlukan untuk memperoleh keluar, ntu dalam rangka

penyusunan anggaran berbasis kinerja
(2) SSH APBD Tahun Anggaran 2011 d a, akan i pedoman
SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah thaja men%gsun RKA dan
DPA SKPD Tahun Anggaran 21@ da ersumber dari

APBD.

(3) SSH APBD Tahun Anggara A adala s tertinggi kegiatan
belanja APBD yang digunakan pada €@a{<$penyusunan RKA dan
DPA. : ?

(4) SSH APBD Tahup-AQggy g diatur dalam peraturan
. . ] ¥ e

Q,

(5) SSH TertinggiA aran 2011, sebagaimana tercantum
dalam la ~ Ang m n bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikofa ini. @

4

Pasal 3

);aya ministrasi Kegiatan/Proyek (AKP) kegiatan Non Fisik
yang jakan secara langsung (swakelola) oleh SKPD atau Unit

Kerja gkungan Pemerintah Daerah dan/atau dikerjakan oleh

@ pt @e iga, ditetapkan sebagai berikut :

0 sampai dengan Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
ditetapkan paling tinggi 15 % (lima belas persen) dari pagu
anggaran yang bersangkutan;

b. di atas Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai
dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan
paling tinggi 13 % (tiga belas persen) dari pagu anggaran yang
bersangkutan;

c. diatas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan
Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditetapkan paling tinggi

11 % (sebelas persen) dari pagu anggaran yang bersangkutan;
d.diatas ......



d. di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan
Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ditetapkan paling tinggi
8 % (delapan persen) dari pagu anggaran yang bersangkutan;

e. di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan
Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan paling tinggi
6 % (enam persen) dari pagu anggaran yang bersangkutan;

f. di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta
Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dt
35 % (tiga koma lima persen) i
bersangkutan;

piah) sampai dengan
Qpkan paling tinggi

¢ l | i garan yang

g. di atas Rp 1.000.000.000,00 (sa gi ar Mpiak) digstapkan paling
tinggi 1,5 % (satu koma i p f) dari anggaran yang
bersangkutan.

(2) Biaya AKP sebagaimana di d pada (1) dibatasi untuk

belanja : @

a. honorarium bulan:
lamanya ditentykamg
yang bersangk

b. biaya lem axig

c. pembeli k‘©%,\am ran i i

d. perjala%s kh
berkaitga~dehgan kegi oyek yang bersangkutan;

. B/ andaa%opi SPJ] laporan bulanan kegiatan/
proyek. @

3) t@an bel@bagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

d diba bila anggarannya mencukupi dan betul-betul
i'ie an. 3;

g z Pasal 4

1) Biay, istrasi Kegiatan/Proyek (AKP) Fisik Non Konstruksi
P Barang Bergerak dan Tidak Bergerak) :

@fampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) nilai
ik non kontruksi untuk penunjukan langsung dengan pihak

ketiga paling tinggi 12 % (dua belas persen);

b. di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan
Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) nilai fisik non konstruksi
paling tinggi 11 % (sebelas persen);

c. di atas Rp 100.000.000,00 (seratu juta rupiah) sampai dengan
Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) nilai fisik non konstruksi
paling tinggi 7 % (tujuh persen);

d.diatas......



d. di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan
Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) nilai fisik non konstruksi
paling tinggi 4 % (empat persen);

e. diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan
Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) nilai fisik non konstruksi
(pengadaan) paling tinggi 3 % (tiga persen);

f. di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu milya
Rp 2.000.000.000,00 (dua mllyar rupiah

paling tinggi 2 % (dua persen);
g. di atas Rp 2.000.000.000,00 ( rupla®1 tisik non
konstruksi paling tinggi 1, 5 ‘k Qa péysen).
(

AKP) se gaimana dimaksud

piah) sampai dengan
isik non konstruksi

(2) Biaya Administrasi Kegiatgn/Pr

antara lain :

ayat (1) dipergunakan un ja ope@nal kegiatan/proyek

n@m panitia lelang, dan

elan]a Pengadaan Tanah, diatur dengan ketentuan

s/d 000 000,00 (dua puluh lima juta rupiah) nilai
g j pe Q harga tanah pahng tinggi 6,5 % (enam koma lima
p 4

. an Rp 50. 000 OOO 00 (lima puluh juta rupiah) nilai pembelian
arga tanah paling tinggi 5,5 % (lima koma persen);

A l I mls@mtan/ Proyek (AKP) Fisik Non Konstruksi

c. diatas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan
Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) nilai pembelian harga
tanah paling tinggi 5% (lima persen);

d. di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan

Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) nilai pembelian harga
tanah paling tinggi 4,5 % (empat koma lima persen);

e.diatas ......



e. di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai
dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) nilai
pembelian harga tanah paling tinggi 3,5 % (tiga koma lima
persen);

f. di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan
Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) nilai pembelian harga
tanah paling tinggi 3 % (tiga persen);

g. di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu mi sampa1 dengan

han harga

ya rup ah lal pembelian
(dua 0

(AKD baga1mana dimaksud
anja ke antara lain:

a kegiatan/proyek dan
tanah; dan

a kegiatan pengadaan ATK,

kasi pembelian tanah, belanja

per]alan -‘ am d ah (dalam rangka survei lapangan
dan pe elan]a an dan minuman rapat dan biaya
operas nya menunjang pelaksanaan kegiatan/

ersan

Pasal 6

?@

yang menggunakan jasa pihak ketiga diatur

000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pagu
jsik konstruksi (harga nyata fisik yang bersangkutan)
gi 19,66% (sembilan belas koma enam puluh enam
gan peruntukan rincian alokasi sebagai berikut :

biaya Administrasi Kegiatan Proyek (AKP) paling tinggi 4,5 %
@empa’t koma lima persen) untuk pengelolaan kegiatan/proyek
ang digunakan untuk membiayai belanja honorarium bulanan
staf pengelola kegiatan/proyek SKPD, honorarium panitia
lelang, belanja jamuan makan dan minum rapat pelelangan,
biaya cetak pengumuman lelang, biaya dokumentasi, biaya cetak
perbanyak dokumen kontrak, biaya fotokopi, belanja ATK,
belanja perjalanan dinas dan biaya operasional lainnya untuk
menunjang pelaksanaan kegiatan proyek yang bersangkutan;

b. biaya pihak ketiga jasa konsultansi perencanaan konstruksi
paling tinggi sebesar 8,28% (delapan koma dua puluh delapan
persen); dan



c. biaya pihak ketiga jasa konsultansi pengawasan konstruksi
paling tinggi sebesar 6,88% (enam koma delapan puluh delapan
persen).

2. di atas Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai
dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pagu anggaran
tisik konstruksi (harga nyata konstruksi yang bersangkutan) paling

tinggi 15,28 % (lima belas koma dua puluh gelapan persen) dengan
peruntukan rincian alokasi sebagai berikut :
a. biaya Administrasi Kegiatan/Pro

(empat persen) untuk pengeld
digunakan untuk membiaya

AKR)/paling tinggi 4 %

kegiat yek yang

sja Ronorari lanan staf

pengelola kegiatan/proyek R-\hoxoraxium panitia lelang,
belanja jamuan makap hinum t pelaksanaan

pelelangan, belanja pengumumay’ lelang, belanja
dokumentasi, belanja N ohglaan dobumen kontrak, belanja
ATK, belanja perjalanan™dirds dan operasional lainnya

untuk  menunjan pelaksanaan iatan/proyek  yang
bersangkutan; %

b. biaya pihak Ietipq dsa k ansi perencanaan konstruksi
paling tiggi 6,88% (enagykoma delapan puluh delapan

persen);

@ tasi pengawasan konstruksi paling

oma empat persen).

k3i yang bersangkutan) paling tinggi 13,58 %
puluh delapan persen) dengan peruntukan
sebagai berikut :

strasi Kegiatan/Proyek (AKP) paling tinggi sebesar

3,5/l (tiga koma lima persen) untuk pengelolaan yang

di kan untuk membiayai kegiatan belanja honorarium

' pengelola kegiatan/proyek SKPD, honorarium panitia

, belanja jamuan makan dan minum rapat pelelangan,

belahja cetak pengumuman lelang, belanja dokumentasi, belanja

enggandaan dokumen kontrak, belanja ATK, belanja perjalanan

dinas, dan belanja operasional lainnya untuk menunjang
pelaksanaan kegiatan proyek yang bersangkutan;

b. biaya pihak ketiga untuk jasa konsultansi perencanaan
konstruksi paling tinggi 5,68 % (lima koma enam puluh delapan
persen); dan

c. biaya pihak ketiga untuk jasa konsultansi pengawasan
konstruksi paling tinggi 4,4 % (empat koma empat persen).

4.djatas ......
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4. di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan
Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) pagu
anggaran fisik konstruksi (harga nyata fisik yang bersangkutan)
paling tinggi 11,02 % (sebelas koma nol dua persen) dengan
peruntukan rincian alokasi biaya sebagai berikut :

a. biaya Administrasi Kegiatan/Proyek (AKP) paling tinggi 3 %
(tiga persen) untuk pengelolaan proyelayang digunakan untuk

membiayai belanja honorarium bdagan staf pengelola
kegiatan/proyek SKPD, honorari itia lelang, belanja

jamuan rapat-rapat dalam rang gan pelelangan,
belanja cetak pengumuman QN3 belaggandaan

anja pegalanan dinas,
belanja penggandaan/fotokgpi biaya~Qperasional lainnya
untuk menunjang petaksa kegi proyek yang
bersangkutan;

dokumen kontrak, belanja
b. biaya pihak ketiga jasa sultansi@ncanaan konstruksi
u

paling tinggi 4,70 % (empat koma tuj h persen); dan

=

c. biaya pihak ketig dnsulta
tinggi 3,32 % (i

Qegawasan Konstruksi paling
h dua persen).

5. di atas Rp@ (NQ00.400,00 a milyar lima ratus juta rupiah)
sampai dg ; 5.000.06%0,00 (lima milyar rupiah) pagu
anggaran i (har@a a fisik yang bersangkutan) paling
tinggi 9,22% “sembil dua puluh dua persen) dengan

perunt(@ziam alo%aya sebagai berikut :

Administ, iatan/Proyek (AKP) paling tinggi 2,5 %
Koma i ersen) untuk pengelolaan kegiatan yang

' akan membiayai belanja honorarium bulanan staf
3 gelo@ an/proyek SKPD, honorarium panitia lelang,
am

elanja n makan dan minum rapat dalam rangka

pelaksan pelelangan, biaya cetak pengumuman lelang,

bel dokumentasi, belanja pengandaan kontrak, belanja ATK,

bé penggandaan/fotokopi, dan biaya operasional lainnya

enunjang pelaksanaan kegiatan proyek lainnya untuk
njang pelaksanaan kegiatan proyek yang bersangkutan;

iaya pihak Kketiga jasa konsultansi perencanaan konstruksi
paling tinggi 4,4% (empat koma empat persen);

c. biaya pihak ketiga jasa konsultansi pengawasan konstruksi
paling tinggi 2,23% (dua koma dua puluh tiga persen).

6. diatas Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan
Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliyar rupiah) pagu anggaran
konstruksi (harga nyata fisik yang bersangkutan) paling tinggi
sebesar 7,65 % (tujuh koma enam lima persen) dengan peruntukan
rincian alokasi biaya sebagai berikut :

a. biaya .....
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a. biaya Administrasi Kegiatan Proyek (AKP) paling tinggi 2 %
(dua persen) untuk biaya pengelolaan kegiatan/proyek yang
digunakan untuk membiayai belanja honorarium bulanan staf
pengelola kegiatan/proyek SKPD, honorarium panitia lelang,
belanja jamuan makan dan minum rapat pelaksanaan
pelelangan, biaya cetak pengumuman lelang, belanja
penggandaan kontrak, belanja dokumentasi, belanja ATK,
belanja penggandaan/fotokopi dan bigya operasional lainnya
untuk menunjang pelaksanaan k%?tan proyek yang

bersangkutan;

b. biaya pihak ketiga jasa konsul ereMcarfaan_ konstruksi
paling tinggi 3,33 % (tiga koma ti tiga o@

c. biaya pihak ketiga jasa kqfig
paling tinggi 2,32% (dua

engawaBan konstruksi
 puluh d sen).

7. di atas Rp 10.000.000,000,0

Rp 25.000.000.000,00 (dua
konstruksi (harga ril fisik yang bersan

(lima koma tujuh pulyih.emypat pe
alokasi biaya sebagakbexikuy : %

a. Biaya Adminj egiatan ek (AKP) paling tinggi 1,5 %
(satu persen) Y untuk biaya pengelolaan

3
<
c
=t
o
=

sampai dengan
h) pagu anggaran
paling tinggi 6,34 %

gan peruntukan rincian

kegiatan o@ k™ yang nakan untuk membiayai belanja
honorz bdlanan stak > pengelola kegiatan/proyek SKPD,
honorariixq pénitia le belanja jamuan makan dan minum

af pelaksanaan gan, biaya cetak pengumuman lelang,

Mgganddan_Kontrak, belanja dokumentasi, belanja
belanja p@ndaan/ fotokopi dan biaya operasional
' untuk@unjang pelaksanaan kegiatan proyek yang
%y gkutans
> a pi I&tiga jasa konsultansi perencanaan konstruksi
aling t@W% (dua koma delapan puluh tujuh persen); dan
e’ b

ia ihak ketiga jasa konsultansi pengawas konstruksi paling
97 % (satu koma sembilan puluh tujuh persen).

a. biaya Administrasi Kegiatan Proyek (AKP) paling tinggi 1 %
(satu persen) untuk biaya pengelolaan kegiatan/proyek yang
digunakan untuk membiayai belanja honorarium bulanan staf
pengelola kegiatan/proyek SKPD, honorarium panitia lelang,
belanja jamuan makan dan minum rapat pelaksanaan
pelelangan, biaya cetak pengumuman lelang, belanja
penggandaan kontrak, biaya dokumentasi, biaya ATK, belanja
penggandaan/fotokopi dan biaya operasional lainnya untuk
menunjang pelaksanaan kegiatan proyek yang bersangkutan;

b. biavya .....
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b. biaya pihak ketiga jasa konsultansi perencanaan konstruksi
paling tinggi 2,49% (dua koma empat puluh sembilan persen);
c. biaya pihak ketiga jasa konsultansi pengawasan konstruksi
paling tinggi 1,65% (satu koma enam puluh lima persen).
Pasal 7
Untuk kegiatan/proyek yang dikerjakan swakelola, biaya
perencanaan konstruksi dan biaya pengayasan kopstruksi ditetapkan
paling tinggi 60% (enam puluh persen) dayf kjaya)peren konstruksi

dan pengawasan konstruksi sebagaimana digwkstid dala 16.

bantuan biaya/modal ditambah biaya palin ¢gi sebesar 5% (lima
persen) dengan ketentuan se rikut %

a. penambahan biaya , ZAdxiiistrasy’ Qegiatan/Proyek (AKP) dalam
penggunaannya tida %- )kenankamwgpuk honorarium; dan

b. digunakan ugt nj pe ian materai, fotokopi, pembelian
K a

kwitansi, bia n mj an rapat, biaya penggandaan dalam

rangka Iap i ggu%gj/gy n).
@ BAB IV
%‘ @ SAN PENGUNAAN

YA NISTRASI KEGIATAN/PROYEK (AKP)

sal
Biaya Administrasi Kegiatan/Pro (AK@S kegiatan/proyek

[o5]

Pasal 9

sifat K odal untuk menambah inventaris barang (sarana kantor).

@ BABV

KETENTUAN PENUTUP

%n pel@an belanja biaya administrasi kegiatan/proyek tidak
@erke gunakan untuk membiayai jenis belanja barang yang

Pasal 10

Standar Satuan Harga (SSH) tertinggi barang dan jasa pelaksanaan
kegiatan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang
tidak diatur dalam Peraturan Walikota ini, mengacu pada standar tarif
harga yang berlaku di pasaran yang dibuktikan dengan faktur atau nota
pembelian dari toko/pabrikan dimaksud.

Pasal 11 ......
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Diundangka
Pada tanggal
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Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Walikota ini
ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 12

Peraturan Walikota
athan Harga Tertinggi

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlal
Sukabumi Nomor 17 Tahun 2009 tentang Standa
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan B 3 ah _(APBD) Tahun
Anggaran 2010 (Berita Daerah Kota Sukgt ahun omor 17)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturag¥/akkota Su i Nomor 8
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Pe Q dlikota Sukabumi Nomor
17 Tahun 2009 tentang Standar ,5s arga l%:gg Pelaksanaan

(APBD) Tatun Anggaran 2010

2010 or 8), dicabut dan

(Berita Daerah Kota Sukabumi
dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Walikota ini 1 brlaku p

Y

Agar setiap o013 t getahui memerintahkan pengundangan

Peraturan Walikofa Inj g§figan p atannya dalam Berita Daerah.

@ @ Ditetapkan di Sukabumi

Pada tanggal

WALIKOTA SUKABUM],

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR
i Sl@

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUM],

MOHAMAD MURAZ

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2010 NOMOR 17



LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI
NOMOR : 17 TAHUN 2010
TENTANG : STANDAR SATUAN HARGA (SSH) TERTINGGI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN ANGGARAN
2011

STANDAR KLASIFIKASI PENGELOLAAN KEGIATAN DAN STANDAR SATUAN
HARGA (SSH) TERTINGGI PELAKSANAAN APBD

I. STANDAR SATUAN HARGA TERTINGGI BIDANG KEP AN

A. Kegiatan Diklat yang diselenggarakan oleh Badan/k @ waia iklat Kota

Sukabumi :
. . . Q
1. biaya perjalanan observasi lapangan
a. didalam Provinsi Jawa Barat 2.000.000,00/ orang
b. ke luar Provinsi Jawa Barat di dalam @
Pulau Jawa Rp 3.000.000,00/ orang
c. ke luar Pulau Jawa Rp @ 4.000.000,00/ orang

2. Uang saku peserta Diklatpim Tinxkat)lV yanakan di Kota Sukabumi

3. Uang saku peserta Dikla ang dilaksah@kan di luar Kota Sukabumi, dengan
ketentuan sebagai beri
Diklatpim IV @ 2.500.000,00/OK (Orang/Kegiatan
Diklatpim IIT 9] 4.000.000,00/OK (Orang/Kegiatan

)
)
6.000.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
17.000.000,00/OK (Orang/Kegiatan)

Diklatpim II
. Diklatpim I@
4. Bantuan u Ztransp kal, dan uang makan untuk kegiatan bintek,
diklat, seprinarslpkakappa, kshop, rapat kerja, dan rapat koordinasi yang
dilaksa ih da@ua) hari dan dibayarkan dengan lama kegiatan
maksipng epuluh) iatur dengan ketentuan sebagai berikut :
omo@ak ditanggung penyelenggara :

ang d@akan dalam Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten :

an o
~ e~~~

a) @ai Harian/Kontrak Kerja/PNS GolonganI  Rp 210.000,00
b) Gotegrgan II Rp 220.000,00
c) Golongan III Rp 250.000,00
d) Golongan IV Rp 280.000,00
e) Sekda Rp 400.000,00

2) yang dilaksanakan di luar Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten :

a) Pegawai Harian/Kontrak Kerja/PNS GolonganI ~ Rp 250.000,00
b) Golongan II Rp 300.000,00
c) Golongan III Rp 350.000,00
d) Golongan IV Rp 400.000,00
e) Sekda Rp 500.000,00



b. Biaya akomodasi ditanggung penyelenggara :

1) yang dilaksanakan dalam Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten :

a) Pegawai Harian/Kontrak Kerja/PNS GolonganI ~ Rp 150.000,00
b) Golongan II Rp 180.000,00
c) Golongan III Rp 200.000,00
d) Golongan IV Rp 240.000,00
e) Sekda 350.000,00

2) yang dilaksanakan di luar Provinsi Jawa Bz r®D I]a n Banten :

a) Pegawai Harian/Kontrak Kerja/PNS (4 ga Rp 200.000,00
b) Golongan II & 220.000,00
c) Golongan III 240.000,00
d) Golongan IV R 260.000,00
e) Sekda P 400.000,00
5. Bantuan biaya bagi Pejabat Struktyxal yang mengikuiiKegiatan bintek, diklat,

seminar, lokakarya, workshop, da@erja d% agai berikut :

a. EselonIV 0.000,00/OH (orang/hari)

b. Eselon III Rp 0.000,00/OH (orang/hari)

c. EselonlIl 400.000,00/ OH (orang/hari)

0, p
LN ore

6. Bantuan biaya pembg& pra e a laporan bagi Diklat yang lama
pelaksanaan diklat 1 (sqtoybudan ata%? (&b diatur sebagai berikut :
. Pegawai Harian Kerja/ Rp 285.000,00/ OK(Orang/Kegiatan
enyelenggara, kepada peserta diberikan bantuan biaya

a p ( )

b. PNS Golonga @ Rp 305.000,00/OK(Orang/Kegiatan)

c. PNS Golongan] p 330.000,00/OK( )

d. PNS G% P ( )
ut:

Orang/Kegiatan
@II Rp 770.000,00/ OK (Orang/Kegiatan)
a1 Rp 525.000,00/OK (Orang/Kegiatan)

345.000,00/ OK(Orang/Kegiatan
ean | Rp 525.000,00/ OK (Orang/Kegiatan)

glenggarakan di luar daerah, mengikuti standar (unit

yang diselenggarakan di Kota Sukabumi, kepada peserta diberikan

bantuan biaya dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Prajabatan Golongan III Rp 25.000,00/OH (Orang/Hari)
b. Prajabatan Golongan II Rp 20.000,00/OH (Orang/Hari)
c. Prajabatan Golongan I Rp 20.000,00/OH (Orang/Hari)

9. Bagi PNS yang mengikuti kegiatan Bintek, Diklat, Seminar, Lokakarya, Workshop, dan
Rapat Kerja di luar daerah yang dilaksanakan lebih dari 1 (satu) hari diberikan bantuan
sebagai berikut :

a. biaya transportasi antar kota sebanyak 1 (satu) kali dan dibayar secara lumsum
dengan ketentuan diatur sebagai berikut :
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1) Ke Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi :

a) Sekda Rp 300.000,00
b) Golongan IV Rp 150.000,00
c) Golongan III Rp 125.000,00
d) Golongan II Rp 100.000,00
e) Golongan I/PH/KK Rp 90.000,00

2) Ke Kabupaten/Kota Bogor, Kabupaten/Kota Bandung, Kabupaten Bandung
Barat, Kota Depok dan Kota Cimahi :

a) Sekda Rp 325.000,00
b) Golongan IV Rp 200.000,00
c) Golongan III Rp 175.000,00

d) Golongan II Rp .000,00
: 195.000,00

e) Golongan I/PH/KK Rp

3) Ke Kabupaten Sumedang, dan Kabupatearg : /{ &

350.000,00

a) Sekda Rp

b) Golongan IV Rp 250.000,00
c) Golongan III Rp 225.000,00
d) Golongan II Rp § 200.000,00

e) Golongan I/PH/KK 175.000,00

%bupaten /Kota Tasikmalaya,

ta Banjar, dan Kabupaten/Kota

4) Ke Kabupaten Subang,
Kabupaten Karawang, Ka
Bekasi :

&

a) Sekda O R 357.000,00
b) Golongan 1V, 300.000,00
c) Golongan III 275.000,00
250.000,00
225.000,00

d) Golongan]
e) Golongan

upaten Indramayu, Kabupaten Kuningan dan

380.000,00
325.000,00
300.000,00
275.000,00
250.000,00

Rp  400.000,00
Rp  325.000,00
Rp  300.000,00
Rp  275.000,00
Rp  250.000,00

7) Ke luar Daerah Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Benten :

a) Sekda Rp  450.000,00
b) Golongan IV Rp  400.000,00
c) Golongan III Rp  375.000,00
d) Golongan II Rp  350.000,00
e) Golongan I/PH/KK Rp  325.000,00

b. biaya akomodasi/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini;



4

c. untuk kegiatan Bintek, Diklat, Seminar, Lokakarya, Workshop, dan Rapat Kerja di
luar daerah yang dilaksanakan lebih dari 2 (dua) hari biaya dibebankan pada
kegiatan yang ada pada BKD Kota Sukabumi sesuai dengan anggaran yang
tersedia, sedangkan untuk kegiatan Bintek, Diklat, Seminar, Lokakarya, Workshop,
dan Rapat Kerja di luar daerah yang dilaksanakan kurang dari 2 (dua) hari biaya
dibebankan pada masing-masing SKPD.

B. Honorarium Tim/Insentif/Uang Saku Harian/Biaya Transportasi Peserta Rapat :
1. Standar tertinggi bidang kepegawaian :

a. Honorarium Baperjakat :

1) Ketua merangkap Anggota Rp

2) Wakil Ketua merangkap Anggota Rp )
3) Sekretaris bukan Anggota g 6 )
4) Anggota !@ . )
5) Pelaksana Teknis Q 350.000, )
6) Pelaksana Administrasi R 250.000,087 OB (Orang/Bulan)

N =

A O1 = W
— . N N N N N

~N

Wakil Walikota .000,00/OK (Orang/Kegiatan
Sekretaris Daerah Kota i
Pejabat Eselon II/b,
% 700.000,00/OK (Orang/Kegiatan
b) EselonII <&9Rp 1.000.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
c) Eselon ; @ Rp 500.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
tr rtasi (termasuk
sebagaimana
pa ruf c) :

b. Honorarium Pejabat sebagai nara su pengara@a acara Diklat dan
Pemberian Pengarahan setelah Acara Pelantikan : § ;;
Walikota Sukabumi p % ,00/OK (Orang/Kegiatan)
200 ( )
0.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
800.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
Pejabat Eselon I1I/a ( )
Pejabat Eselon I S 600.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
Pejabat Provinsi : @
a) Eselon II Rp  1.100.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
c. Standar te j honorari idya Iswara dan Pembicara/Nara Sumber/
Instru% egiata ” Seminar, Semiloka, Penataran dan lain-lain :
6 ol: }gm Rp 140.000,00/0OJ (Orang/Jam)
ffbiApdn Maka Rp  200.000,00/OM (Orang/Makalah)
si'dan BKN Rp 500.000,00/ OK (Orang/Kegiatan)
Rp 100.000,00/OK (Orang/Kegiatan)

d. Honor Pembina/Instruktur DMF pada kegiatan Diklat sebagai berikut :
1) Prajabatas :
a) Golongan III Rp 1.500.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
b) Golongan II Rp 1.350.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
2) Diklatpim Rp 2.000.000,00/OK (Orang/Kegiatan)

e. Honorarium pembahasan kenaikan pangkat, penerimaan CPNS, penyusunan Karis,
Karsu, Pensiun, Pembahasan, Pengurusan Penyesuaian Masa Kerja, dan Kegiatan
Pembahasan bidang Kepegawaian

1) Pejabat Eselon II Rp 1.200.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
2) Pejabat Eselon III Rp 1.000.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
3) Pejabat Eselon IV Rp 750.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
4) Pelaksana Rp 500.000,00/OK (Orang/Kegiatan)



2. Standar tertinggi honorarium BPSK :
a. Anggota BPSK:

1. Ketua

2. Wakil Ketua

3. Anggota

b. Sekretariat BPSK :

1. Ketua

2. Anggota

Operasional penyelesaian kasus :

Penyampaian Relas Panggilan

Majelis (Ketua dan Anggota)

Panitera

Pembuat Putusan

Penyampaian Fiat Eksekusi

Pengajuan Relas Putusan

C.

AL

3. Honorarium Tim Pemberi Bantuan Huku

Pembina

1) Pejabat Eselon Ila

2) Pejabat Eselon IIb

3) Pejabat Eselon Illa

Pengarah :

1) Pejabat Eselon Ila
2) Pejabat Eselon IIb
3) Pejabat Eselon Illa

Ketua merangkap An:
1) Pejabat Eselon IIb

II

PNS Ge 3
2) PNga

4. Honorarium Nara Sumber, Moderator, Petugas Lapangan, dan Uang Saku Peserta

Penyuluhan Produk Hukum Daerah :

Nara Sumber
Moderator
Petugas Lapangan
1) Golongan III
2) Golongan II

3) GolonganI
Uang Saku Peserta

Rp
p

‘E’ Rp 04.500,00 /OK (Orang/Kegiatan)
p Op

R
R

Rp
Rp

Rp
Rp
Rp
Rp

731.500,00/ OB (orang/bulan);
679.500,00/ OB (orang/bulan);
628.500,00/ OB (orang/bulan).

422.500,00/ OB (orang/bulan);
369.500,00/ OB (orang/bulan).

(orang/kegiatan);

orang/kegiatan);

ang/kegiatan);

giatan);

iatan);

Q/PK (orangyKegiatan).

687 p0/OK (Orang/Kegiatan)

740.50@K (Orang/Kegiatan)
7:1% OK (Orang/Kegiatan)
75Q0,0

$5.500,00/OK (Orang/Kegiatan)
635.500,00/OK (Orang/Kegiatan)

635.500,00/OK (Orang/Kegiatan)
582.500,00/OK (Orang/Kegiatan)

530.500,00/OK (Orang/Kegiatan)
477.500,00/OK (Orang/Kegiatan)

530.500,00/OK (Orang/Kegiatan)
477.500,00/OK (Orang/Kegiatan)
425.500,00/OK (Orang/Kegiatan)
400.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
350.000,00/OK (Orang/Kegiatan)

162.500,00/OK (Orang/Kegiatan)
110.500,00/ OK (Orang/Kegiatan)

250.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
235.000,00/OK (Orang/Kegiatan)

75.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
50.000,00/OK (Orang/kegiatan)
30.000,00/OK (Orang/kegiatan)
50.000,00/OK (Orang/kegiatan)



5. Honorarium Tim Pelaksana/Sekretariat :

a. Penanggung Jawab/Pembina Rp  300.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
b. Ketua/Wakil Ketua Rp  275.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
c. Sekretaris Rp  250.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
d. Anggota Rp  225.000,00/OK (Orang/kegiatan)

Keterangan : Susunan personalia kepanitian ditetapkan, berdasarkan keputusan

pengguna anggaran atau kuasa penggu nggaran pada SKPD
pelaksana kegiatan.

S

d o

6. Honorarium Tim Fasilitasi Sinergitas Pemerintg rah, kan kepada
pejabat yang mengikuti rapat dalam rangka koo pelak sinergitas

pemerintahan daerah/pembangunan daerahy 8y dan keéertiban dalam
wilayah Kota Sukabumi, diatur dengan ketgnt agai b :
a. Penanggung Jawab/Pimpinan Rapat
1) Walikota Sukabumi 1.5 00/0OK (Orang/Kegiatan)
2) Wakil Walikota Sukabumi Rp 1 00/ OK (Orang/Kegiatan)

b. Peserta Rapat
1) Unsur MUSPIDA R% 0.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
2) Pimpinan DPRD 00.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
3) Sekretaris Daerah Kota Suka 1.100.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
4) Kepala Lemdiklat Setuzsa P 1.100.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
c. Pendukung Rapat % &
1) Pejabat Eselon IIb 750.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
2) Pejabat Eselon III @ 600.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
3) Pejabat Eselon IV 400.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
4) Komandan Bat ed 13 ala

Sukabumi 750.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
5) Komandan BaralyorInfantri 310 mi R 750.000,00/OK (Orang/Kegiatan)

p
p
6) Komanda h-Derpom 111/ umi Rp 750.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
@
p

7) KetuadPengathilan Agama K bumi R 750.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
8) Kepala Ragto eparteme%ma R

A~ A A
T T O

750.000,00/OK (Orang/Kegiatan)

d. Pejabat/ fHfpans vertik dipersamakan
dengan T Rselo
1) T j Rp 600.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
2) Rp 600.000,00/OK (Orang/Kegiatan)

Rp 600.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
Rp 600.000,00/OK (Orang/Kegiatan)

dengan P¢ a@c $truktural Eselon IV

1) Kapolsek, Kpbag, dan Kasat di Lingkungan

Polres Kota Sukabumi Rp 400.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
2) Pasi di Lingkungan Dandim 0607 Sukabumi Rp 400.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
3) Danramil Rp 400.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
4) Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi Rp 400.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
5) Kepala Seksi di Kejaksaan Negeri Sukabumi Rp 400.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
6) Gadik Madya Lemdiklat Setukpa POLRI Rp 400.000,00/OK (Orang/Kegiatan)

f.  Notulen:

1) EselonIV Rp 350.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
2) PNS Golongan III Rp 300.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
3) PNS Golongan I1 Rp 250.000,00/OK (Orang/Kegiatan)

4) Kontrak Kerja Rp 200.000,00/OK (Orang/Kegiatan)



g.

Protokol :

1) PNS Golongan III
2) PNS Golongan II
3) Kontrak Kerja

Rp
Rp
Rp

350.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
300.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
250.000,00/OK (Orang/Kegiatan)

7. Honorarium Tim Pembina Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum

8. Honorarium Kunjungan Kerja/Inspeksi Wali

a.

P o

Pengarah
Penanggung Jawab
Ketua

Sekretaris

Anggota :

1) EselonIlI

2) EselonlIV
Pelaksana Administrasi :
1) PNS Golongan III
2) PNS Golongan II
Pengelola JDI

Penanggungjawab kegiatan :

1) Walikota Sukabumi
2) Wakil Walikota

N =

W
N N N N’

Q1

750.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
700.000,00 /0K (Orang/Kegiatan)
650.000,0 (Orang/Kegiatan)
Orang/Kegiatan)

3 Kegiatan)
2 @e giatan)

—

Rp .090,08/0 Orar@ Kegiatan)
Rp 0$0,00/0 g/ Kegiatan)
004000,00/ O g/Kegiatan)

{ah Wakil tkota Sukabumi :

%}@H (Orang/Hari)
H

J00/ O

(Orang/Hari)

.000,00/OH (Orang/Hari)

(
@5.000,00 /OH (Orang/Hari)
150.000,00/ OH (Orang/Hari)

115.000,00/OH (Orang/Hari)

Rp 75.500,00/ OH (Orang/Hari)

Rp 50.000,00/ OH (Orang/Hari)

bahan biaya perjalanan dinas dalam daerah/lokal

@gan : g Kunjungan kerja tidak diperkenankan diberikan

9. Honorarium!

Ranham :

a.

Honorarium Tim Juri Kadarkum :

—_

Ketua
Sekretaris
Anggota
Pemandu

= W N
— — — —

Rp
Rp
Rp
Rp

lomba Kadarkum dan uang saku peserta kadarkum dan sosialisasi

500.000,00/OK (Orang/Kegiatan
450.000,00/OK (
400.000,00/OK (Orang/Kegiatan
350.000,00/OK (Orang/Kegiatan

Orang/Kegiatan

Uang saku peserta kadarkum, sosialisasi Ranham, dan honorarium pembuat materi

Ranham :



1) Peserta Kadarkum dalam babak

penyisihan Rp  100.000,00/OK (Orang/Kegiatan
2) DPeserta Sosialisasi Ranham Rp  100.000,00/OK (Orang/Kegiatan
3) Honorarium Pembuat Materi Ranham Rp  250.000,00/OK (Orang/Kegiatan

10. Honorarium Kegiatan Penelitian :

Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil
surat pejabat yang berwenang diberikan tugas ta
penelitian yang pelaksanaan melebihi jam kerja nges

12.

AT e an o

Keterang

S) yang berdasarkan
untuk melakukan

Penetili Utama
Penetili Madya
Peneliti Muda
Peneliti Pertama
Peneliti Non Fungsional
Pembantu Peneliti
Pengelola Data
Petugas Survei
Petugas Lapangan
Koordinator Peneliti
Sekretaris Peneliti O
q

(Orang/Penelitian)
(Orang/Hari)
0/OB (Orang/Bulan)

Keterangan : Sus
Pengy
2

(0

A

Nara S
S gkat te Rp 1.400.000,00/0] (Orang/Jam)
gL KApala da akil Kepala Rp 1.200.000,00/0O]J (Orang/Jam)
Rejd F'selon | Rp 1.150.000,00/0] (Orang/Jam)
Qbat Esel Rp 850.000,00/0OJ (Orang/Jam)
abat Ese ke bawah Rp 700.000,00/0OJ (Orang/Jam)

Rp 575.000,00/OJ (Orang/Jam)
Ppaks mbicara Khusus Rp 1.150.000,00/OJ (Orang/Jam)
a Susunan personalia tim ditetapkan berdasarkan Keputusan
Walikota Sukabumi

Honorarium Tim Penyusun Buletin/Majalah

mean g

Penangungjawab Rp 400.000,00/OTR (Orang/Oter)
Redaktur Rp 300.000,00/OTR (Orang/Oter)
Penyunting Gambar Rp 250.000,00/OTR (Orang/Oter)
Desain Grafis & Fotografer Rp 175.000,00/OTR (Orang/Oter)
Sekretaris Rp 150.000,00/OTR (Orang/Oter)

Pembuat Artikel Rp 100.000,00/OHL (Orang/Halaman)



13. Honorarium Tim Jurnal
Penanggung Jawab
Redaktur
Penyunting/editor
Desain Grafis Fotografer
Sekretaris

Pembuat Artikel

mo A o

Keterangan

Susunan/personalia untuk sebagaimang

Rp 400.000,00/ OTR (Orang/Oter)
Rp 300.000,00/ OTR (Orang/Oter)
Rp 250.000,00/OTR (Orang/ Oter)
Rp 175.000,00/ OTR (Orang/ Oter)
Rp 150.000,00/ OTR (Orang/ Oter)
Rp 100.00,00/ OHAL (Orang/Halaman)

dimaksud pada angka

14. Honorarium Tim Pengelola Website

a. Penanggung Jawab Rp

b. Redaktur Rp

c. Editor Rp

d. Web Admin R

e. Web Developer

f. Pembuat Artikel OOO 00/ O
g. Penerjemaah

Keterangan

keglat

s
15. Honorarium Instrukt%

a. Instruktur
b. Pembantu Instr

Keterangan nan p A3
gguna
PD p keglatan
16. Honorayelen ]1an
a. Set1 at Pendi Dasar :
as pe t/ penyusun bahan Ujian Rp

Petugas pemexiksa hasil Ujian Rp
)/ Venga Rp

etmg @ didikan Menegah :
1) Petugas psmbuat/penyusun bahan ujian Rp

2) Petugas pemerlksa hasil ujian Rp
3) Pegawas ujian Rp

c. Setingkat pendidikan Tinggi :

1) Petugas pembuat/penyusun bahan ujian Rp

2) Petugas pemeriksa hasil ujian Rp

3) Pengawas ujian Rp
Keterangan NP (Naskah/pelajaran),

Susunan O di e@o
Pengguna ‘@; ran at 3

SMU

dasarkan keputusan

¢ /Bulan)
/Bulan)
0 ang/Halaman)
00,00
pers

an berdasarkan Keputusan
sa Pengguna Anggaran pada

@o 00/0J (Orang/Jam)

R.OOO 00/0]J (Orang/Jam)

ia ditetapkan berdasarkan Keputusan
ran atau Kuasa Pengguna Anggaran pada

95.000,00/ NP
1.000,00/SMU
200.000,00/ OH

110.000,00/ NP
1.000,00/SMU
200.000,00/ OH

150.000,00/ NP
1.000,00/SMU
200.000,00/ OH

(Siswa/Mata Ujian) OH

(Orang/Hari), susunan personalia ditetapkan berdasarkan
Keputusan Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna
Anggaran pada SKPD pelaksana kegiatan
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17. Honorarium Pengawas Lapangan (LE), bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
sebagai Pengawas Lapangan (LE) Pengawasan Langsung maupun perbantuan
kepada SKPD lain ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang
berwenang untuk melaksanakan mengawasi/memonitor dan mengendalikan
pelaksanaan fisik di lapangan, untuk honorarium masuk pada Staf Pengelola
dan data  sebagai staf pengelola dan diberikan honorarium dihitung
berdasarkan OB waktu umur pelaksanaan kegiatan/proyek fisik yang
bersangkutan dengan ketentuan diatur sebagai berikut ;

a. Honorarium bulanan masuk pada honorariu pla dan data pada

Susunan Staf Pengelola dibayar perbulan ya igesunjkan dengan waktu

pelaksanaan kegiatan biaya honorarium it kan kan pada
gbdgaimanaketentuan yang

diatur dalam peraturan walikota ini;

Diberikan biaya transportasi/uang h

besaran nilai honorarium pengelola dan da
&
b. ATig er 70/OH
c. Diberikan uang perjalanan dinas dlgm da pengganif biaya transportasi

yang disesuaikan dengan golongan berikut
1) Jarak 0s/d 5 Km @

Gologan III p. 38.500,00/HOK
Golongan II Rp. 33.500,00/HOK
Golongan 1/Pegawai Hari ntrak Ke Rp. 33.500,00/HOK

2) Jarak 5s/d 10 Km Q
Golongan III Rp. 39.000,00/HOK

Golongan II Rp. 37.500,00/ HOK

Rp. 37.500,00/HOK

Rp 400.000,00/OB (Orang/Bulan)
Rp 350.000,00/OB (Orang/Bulan)
Rp 300.000,00/OB (Orang/Bulan)

1) SL‘@ Rp 300.000,00/OB (Orang/Bulan)

2) Sarjana Muda Rp 350.000,00/OB (Orang/Bulan)
3) Master (S2) Rp 400.000,00/OB (Orang/Bulan)
Keterangan : 1. Honorarium tidak boleh rangkap dan hanya dibatasi pada

kegiatan penyuluhan dan honorarium diberikan
berdasarkan umur kegiatan;

Untuk biaya ke lokasi kegiatan penyuluhan diberikan
biaya perjalanan dinas dalam Daerah yang disesuaikan
dengan jarak perjalanan dinas dalam daerah/lokal
sebagaimana diatur dalam belanja perjalanan dinas dalam
daerah.

N
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3. Susunan personalia tim ditetapkan dengan Keputusan

Walikota Sukabumi

19. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

@ee a0 o

20. Honorarium Tim Perumus/Penyusun St
Standar Belanja pelaksanaan APBD

Penanggung Jawab Rp 1.150.000,00/OH (Orang/Hari)
Pengarah Rp 1.000.000,00/OH (Orang/Hari)
Ketua Rp  700.000,00/ OHAOrang/Hari)
Wakil Katua Rp  600.000,00/O ang/Hari)
Sekretaris Rp  500.000,00/ g/Hari)

)

Anggota Rp  400.000,0070N (Ongpig/Hari
Pelaksana Administrasi Rp  300.000, (Ora ')
. n@ar% dan Analisis

a. Penanggung Jawab Rp 009,00/ OH (Brang/Hari)
b. Pengarah Rp 3754000,00/OH g/Hari)
c. Ketua Rp_ 350.000,00/ rang/Hari)
d. Wakil Ketua 325.000,0 rang/Hari)
e. Sekretaris 00.000,60 (Orang/Hari)
f. Anggota 75.09 (Orang/Hari)
g. Pelaksana Administrasi p  250.00 H (Orang/Hari)

a.

21. Honorarium Panitia Pgng % Barang/ ]é%(onstruksi dan Konsultansi

:J’]Zp 300.000,00/OP (Orang/Paket)

0s.d. Rp. 50.000.000

1) Ketua @

2) Sekretaris @ Rp 250.000,00/ OP (Orang/Paket)
R 200.000,00/OP (Orang/ Paket)

)
3) Anggot @
di atas .000,00 s.@ 00.000.0

0
@ Rp 500.000,00/ OP (Orang/Paket)
Rp 400.000,00/ OP (Orang/Paket)

Rp 325.000,00/ OP (Orang/Paket)

p
0,00

,00 s.d. Rp 500.000.000,00 :

Rp 650.000,00/ OP (Orang/Paket)
Rp 550.000,00/ OP (Orang/ Paket)
Rp 450.000,00/ OP (Orang/Paket)

di atas Rp 500.000.000,00 s.d. Rp 1.000.000.000,00 :

1) Ketua Rp 800.000,00/ OP (Orang/ Paket)
2) Sekretaris Rp 700.000,00/OP (Orang/Paket)
3) Anggota Rp 600.000,00/ OP (Orang/Paket)
di atas Rp 1.000.000.000,00 s.d. Rp 3.000.000.000,00 :

1) Ketua Rp 1.500.000,00/ OP (Orang/Paket)
2) Sekretaris Rp 1.200.000,00/ OP (Orang/ Paket)

3) Anggota Rp 900.000,00/OP (Orang/Paket)



f.

22. Honorarium Panitia Pengadaan Baran

a.
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di atas Rp 3.000.000.000,00 s.d. Rp 5.000.000.000,00 :

1) Ketua Rp 2.500.000,00/OP (Orang/Paket)
2) Sekretaris Rp 2.000.000,00/OP (Orang/Paket)
3) Anggota Rp 1.500.000,00/ OP (Orang/Paket)

di atas Rp 5.000.000.000,00 s.d. Rp 10.000.000.000,00 :

1) Ketua Rp 4.000.000,08/ OP (Orang/Paket)
2) Sekretaris Rp 3.000.000, P (Orang/Paket)
3) Anggota Rp 2.000.0 (Orang/Paket)

di atas Rp 10.000.000.000,00

1) Ketua (Orang/ Paket)
2) Sekretaris g/ Paket)
3) Anggota ang/ Paket)

0's.d. Rp. 50.000.000,00 : @
1) Ketua @ %, 0/OP (Orang/Paket)
Rp

(
2) Sekretaris 0:800,00/OP (Orang/Paket)
0.000,00/OP (Orang/Paket)

3) Anggota
di atas Rp 50.000.000,

1) Ketua

400.000,00/ OP (Orang/Paket)
2) Sekretaris

275.000,00/ OP (Orang/Paket)
225.000,00/ OP (Orang/Paket)

500.000,00/ OP (Orang/ Paket)
400.000,00/ OP (Orang/Paket)
300.000,00/ OP (Orang/ Paket)

fa Q Rp 800.000,00/OP (Orang/Paket)
Sekreta Rp 700.000,00/ OP (Orang/ Paket)
(d

nggo Rp 600.000,00/ OP (Orang/Paket)
di atas .000.000,00 s.d. Rp 1.000.000.000,00 :
1) Ketua Rp 1.500.000,00/ OP (Orang/Paket)
2) Sekretaris Rp 1.200.000,00/ OP (Orang/ Paket)
3) Anggota Rp 900.000,00/OP (Orang/Paket)

di atas Rp 1.000.000.000,00 :

1) Ketua Rp 2.500.000,00/OP (Orang/Paket)
2) Sekretaris Rp 2.000.000,00/OP (Orang/Paket)
3) Anggota Rp 1.500.000,00/ OP (Orang/ Paket)
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23. Satuan Tertinggi Honorarium Pemeriksa Barang

a. Ketua Rp 400.000,00/ OP (orang/paket)
b. Sekretaris Rp 375.000,00/ OP (orang/paket)
c. Anggota Rp 350.000,00/ OP (orang/paket)
Keterangan : Honorarium Panitia Pemeriksa Barang diberikan dalam rangka

pemeriksaaan kegiatan pengadaan barang dan jasa instansi
pemerintah, pembayarannya dilakukan sebanyak 1 (satu) kali per
paket pekerjaan.

24. Honorarium Tim Audit

Sekretaris Daerah .204. N/ OH (Qfansy/ Hari
Pendamping Internal 268Q )/ OH (% ari
Penanggung Jawab 008.08Q 08/ OH (Orang/ Hari
Pengendali Teknis

©@ e an o

)

)

)

. g/ Hari)

Ketua ( ggﬁrang/ Hari)
Anggota @O0.000,00 /ON/(Orang/Hari)

Pelaksana Administrasi/ Pendukung O0.000,@; OH (Orang/Hari)

25. Honorarium Kegiatan Gelar Pengawasan Daerah
. Walikota Sukabumi @p 1. -00/OH (Orang/Hari)

a

b. Wakil Walikota Sukabumi Rp .080,00/ OH (Orang/Hari)

c. Sekretaris Daerah Rp 0.000,00/OH (Orang/Hari)

d. Inspektur Rp 1.080.000,00/OH (Orang/Hari)

e. Pendamping Internal p/ 1.200.000,00/ OH (Orang/Hari)

f. Inspektur Pembanty/SéRretarip/ Dalni 750.000,00/OH (Orang/Hari)

g. Kepala Seksi dan Ka spektord 600.000,00/OH (Orang/Hari)
h. Peserta % y 100.000,00/ OH (Orang/Hari)

giatan/Keproyekan Non Fisik pada di
ukabumi

26. Honorarium Tj laksang
lingkungan Pemqe :
a. Pagu A 0s.d. 0
al Rp  160.000,00/OH (orang/hari)

Rp  155.000,00/OH (orang/hari)
Rp  150.000,00/OH (orang/hari)
Rp  145.000,00/OH (orang/hari)

Rp  140.000,00/OH (orang/hari)
Rp  130.000,00/OH (orang/hari)

Rp  125.000,00/OH (orang/hari)
Rp  120.000,00/OH (orang/hari)

c) Golongan III Rp  115.000,00/OH (orang/hari)
5) Anggota :

a) Eselon II/b dan Eselon III Rp  110.000,00/OH (orang/hari)

b) Eselon IV Rp  105.000,00/OH (orang/hari)

c) Golongan III Rp  100.000,00/OH (orang/hari)

d) Golongan II Rp 95.000,00/ OH (orang/hari)
6) Pelaksana Adminstrasi :

a) Golongan III Rp 90.000,00/OH (orang/hari)

b) Golongan II Rp 85.000,00/OH (orang/hari)

c) Golongan I/Kontrak Kerja Rp 80.000,00/OH (orang/hari)
7) Unsur Masyarakat Rp 60.000,00/OH (orang/hari)
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b. Pagu Anggaran di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 100.000.000,00 :

1) Pengarah Rp
2) Penanggung Jawab/Pembina :
a) Sekretaris Daerah Rp
b) EselonIl/b Rp
c) Eselon III Rp
3) Ketua:

a) Eselon II/b dan Eselon III
b) Eselon IV

4) Sekretaris :
a) EselonII/b dan Eselon III
b) Eselon IV
c) Golongan III

5) Anggota :
a) Eselon II/b dan Eselon III
b) Eselon IV
c) Golongan III
d) Golongan II

6) Pelaksana Adminstrasi :

230.000,00/ OH (orang/hari)

225.000,00/OH (orang/hari)
210.000,00/OH (orang/hari)
200.000,00/OH (orang/hari)

0/ OH (orang/hari)
orang/hari)
rang/hari)

orang/hari
orang/hari

)
)
)
)

a) Golongan III Rp 000,00/ OH (orang/hari)

b) Golongan II .000,00/OH (orang/hari)

c) Golongan I/Kontrak Ke 15.000,00/ OH (orang/hari)

7) Unsur Masyarakat Jp ~ 120.000,00/ OH (orang/hari)
>00.000.000,00 :

1) Pengarah %
2) Penanggung Jaw
b) Eselon Il
c) Eselon

Eselon III Rp
Rp
Rp
d) @ 2? g Rp
6) PelakSda Adminstrasi :
a) Goloulgan III Rp
b) Golongan II Rp
¢) Golongan I/Kontrak Kerja Rp
7) Unsur Masyarakat Rp

235.000,00/OH (orang/hari)

220.000,00/OH (orang/hari)
215.000,00/OH (orang/hari)
210.000,00/OH (orang/hari)

195.000,00/OH (orang/hari)
190.000,00/ OH (orang/hari)

190.000,00/OH (orang/hari)
180.000,00/ OH (orang/hari)
175.000,00/ OH (orang/hari)

175.000,00/ OH
170.000,00/ OH
165.000,00/ OH
160.000,00/ OH

orang/hari
orang/hari
orang/hari
orang/hari

)
)
)
)

o~~~ A~

143.500,00/ OH
136.500,00/ OH
126.500,00/ OH
120.000,00/ OH

orang/hari)
orang/hari)
orang/hari)

)

orang/hari

o~~~ o~

d. Pagu Anggaran di atas Rp 200.000.000,00 s.d. Rp 500.000.000,00 :

1) Pengarah Rp
2) Penanggung Jawab/Pembina :
a) Sekretaris Daerah Rp
b) EselonIl/b Rp
c) Eselon III Rp

265.000,00/OH (orang/hari)

260.000,00/OH (orang/hari)
257.000,00/ OH (orang/hari)
245.000,00/OH (orang/hari)
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3) Ketua:
a) Eselon II/b dan Eselon III Rp  240.000,00/OH (orang/hari)
b) Eselon IV Rp  245.000,00/OH (orang/hari)
4) Sekretaris :
a) Eselon II/b dan Eselon III Rp  230.000,00/OH (orang/hari)
b) Eselon IV Rp  225.000,00/OH (orang/hari)
c) Golongan III Rp  220.000,00/OH (orang/hari)
5) Anggota :
a) Eselon II/b dan Eselon III .000,00/OH (orang/hari

b) Eselon IV

c) Golongan III

d) Golongan II
6) Pelaksana Adminstrasi :

a) Golongan III

b) Golongan II

c) Golongan I/Kontrak Kerja
7) Unsur Masyarakat

Pagu Anggaran di atas Rp 500.000.000,8 Ry 750.00 00 :
1) Pengarah Rp 000,00/ OH (orang/hari)
2) Penanggung Jawab/Pembina
a) Sekretaris Daerah 20.000,00/ OH (orang/hari)
Jp ~ 315.000,00/ OH (orang/hari)
Rp 310.000,00/OH (orang/hari)

b) EselonIl/b
c) Eselon III
3) Ketua: O
a) EselonII/b dan ;(% & Rp  300.000,00/OH (orang/hari)
b) Eselon IV Rp  290.000,00/OH (orang/hari)
4) Sekretaris : @
a) i

orang/hari
orang/hari
orang/hari

)
)
)
)

Rp  275.000,00/ OH (orang/hari)
Rp  270.000,00/OH (orang/hari)
Rp  265.000,00/OH (orang/hari)

5)
Rp  245.000,00/OH (orang/hari)

Rp  230.000,00/OH (orang/hari)

. Rp  225.000,00/OH (orang/hari)

g Rp  220.000,00/OH (orang/hari)

an/HI Rp  245.000,00/OH (orang/hari)

D) Rp  230.000,00/OH (orang/hari)

S gan Rp  220.000,00/OH (orang/hari)
nsur kat Rp  125.000,00/OH (orang/hari)

gu A di atas Rp 750.000.000,00 s.d. Rp 1.000.000.000,00 :
1) Pengarak Rp  375.000,00/OH (orang/hari)

2) Penanggung Jawab/Pembina :

a) Sekretaris Daerah Rp  365.000,00/OH (orang/hari)

b) EselonIl/b Rp  360.000,00/OH (orang/hari)

c) Eselon III Rp  355.000,00/OH (orang/hari)
3) Ketua:

a) Eselon II/b dan Eselon III Rp  350.000,00/OH (orang/hari)

b) Eselon IV Rp  340.000,00/OH (orang/hari)
4) Sekretaris :

a) Eselon II/b dan Eselon III Rp  340.000,00/ OH (orang/hari)

b) Eselon IV Rp  330.000,00/ OH (orang/hari)

c) Golongan III Rp  325.000,00/OH (orang/hari)
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5) Anggota :
a) Eselon II/b dan Eselon III Rp  315.000,00/OH (orang/hari)
b) Eselon IV Rp  315.000,00/OH (orang/hari
c) Golongan III Rp  310.000,00/OH (orang/hari)
d) Golongan II Rp  300.000,00/OH (orang/hari)
6) Pelaksana Adminstrasi :
a) Golongan III Rp  300.000,00/OH (orang/hari)
b) Golongan II Rp  290.000,00/OH (orang/hari)
(orang/hari)
(orang/hari)

c) Golongan I/Kontrak Kerja Rp  27R8.000,00/OH
7) Unsur Masyarakat Rp  23Q.800,00/OH
g. Pagu Anggaran di atas Rp 1.000.000.000,00

1) Pengarah RR_ M 5.000,0@)rang/ hari)

2) Penanggung Jawab/Pembina :
a) Sekretaris Daerah @ 430.000:08y'OH (orang/hari)
b) EselonIl/b 420.009000H (orang/hari)
c) Eselon III Rp  410.008,00/OH (orang/hari)
3) Ketua:
a) Eselon II/b dan Eselon III Rp 290,00/ OH (orang/hari)
b) Eselon IV Rp 000,00/ OH (orang/hari)

a) Eselon II/b dan Eselon I 90.000,00/ OH (orang/hari)

b) EselonIV @ : 385.000,00/ OH (orang/hari)
Lo

c) Golongan III 380.000,00/ OH (orang/hari)
5) Anggota : O

(

(
4) Sekretaris :

(

(

a) EselonII/b dan ;(% & Rp  375.000,00/OH (orang/hari)
b) Eselon IV Rp  370.000,00/OH (orang/hari)
c) Golongan III @ Rp  365.000,00/OH (orang/hari)
d) Golongan Rp  345.000,00/OH (orang/hari)
6) Pelaksana Ad %
2 Rp  345.000,00/ OH (orang/hari)
Rp  340.000,00/ OH (orang/hari)
Kontrak @ Rp 330.000,00/OH (orang/hari)
A & Rp  250.000,00/OH (orang/hari)

:@Zr tokoh masyarakat dapat disesuaikan dengan

tuhan dan pembayaran honornya termasuk ke
dalam kategori honorarium non Pegawai Negeri Sipil

t Hiberikan kepada peserta rapat yang mengikuti kegiatan rapat
sarana transportasi dalam kegiatan/keproyekan antara lain
sosixisasi, d@i inasi, seminar lokakarya, diklat dan bimbingan/pelatihan teknis,
rakorbang/mudtenbang dan kegiatan rapat lainnya yang diselenggarakan dalam
wilayah Kota ~6ukabumi diberikan uang saku/ penganti transport sebesar Rp
55.000,00/ OH (Orang/Hari).

28. Uang Harian Petugas Kebersihan sebesar Rp. 25.000,00/ OH (Orang/Hari)

29. Uang Harian Tenaga Pengelola Sampah di TPA

a. Operator Alat Berat Rp 60.000,00/OH (Orang/Hari)
b. Pembantu Operator Alat Berat Rp 35.000,00/OH (Orang/Hari)
c. Mekanik Alat Berat dan Mesin Kompos Rp  60.000,00/OH (Orang/Hari)
d. Petugas Administrasi Rp 60.000,00/OH (Orang/Hari)
e. Operator pengomposan Rp 35.000,00/OH (Orang/Hari)



30.

31.

32.

33.

34.

35.
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Keterangan : Uang harian pada hari libur diberikan sebesar 2 (dua) kali hari kerja

Upah Bulanan untuk Petugas Operasional Dinas Kebersihan, yaitu Pegawai
KK/harian/Musiman sebesar Rp 800.000/ OB (Orang/Bulan)

Uang Harian Tenaga Survai Lalu Lintas, sebesar Rp 75.000,00/ OJH (Orang/Jam/Hari)
maksimal 8 jam sehari

Uang Harian Bidang Agrobisnis

a. Petugas bidang perkebunan Rp 35.000,00/0 rang/Hari)

b. Petugas bidang peternakan Rp 35.000,00 ng/Hari)

c. Petugas bidang kehutanan Rp 35.000,067Q g/ Hari)

Upah Harian Petugas Pengujian Pertanian dan Perikang

a. Tanaman hortikultura dalam pengolahan laha Wowag Rp 4 00,00/ OH

b. Kegiatan perikanan dalam kegiatan pemberon bibif calen Rp
910.000,00/ Ton

c. Kegiatan perikanan dalam kegiatan pepgepakdtybenih
3.500,00/ Kantung

d. Kegiatan perikanan dalam pengujian ben @ip 15.000,00/ Benih

Uang Harian dan Bantuan Transport Rdan De@alam Kegiatan lomba :

a. Uang Harian:
1) Juri dari Kota Sukabumi R R50.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
2) Juri dari Wilayah Bogor Rp 7300.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
3) Juri dari Provinsi Ja a %ﬁ 400.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
4) Juri dari Pemeri u 500.000,00/OK (Orang/Kegiatan)

b. Bantuan Transporjdsi

1) Juri dari Wila§ g/ Pogdr Rp 400.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
2) Juridari Pr i Pemer usat Rp  500.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
Insentif Penger gajar/ mber/Moderator/Notulen/Pengamat Kelas
Npeficeramah, moderator, notulen, petugas pembawa

apat kérfa ¢ dilaksanakan dalam kegiatan/keproyekan, diatur

Rp 845.000,00/OK (Orang/Kegiatan

( )
Rp 480.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
Q an/LSM Rp 300.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
Rp 300.000,00/OK (Orang/Kegiatan)

( )

4) Esdan Eselon IV Rp 300.000,00/OK (Orang/Kegiatan
5) TokohMdsyarakat

b. Pengajar/Narasumber Rp 148.500,00/0]J (Orang/Jam)

Uang Inse tukan bay
o7 ngaw§ (Q pada acara diskusi, penataran, diklat, pelatihan,
i d v y

c. Moderator

1) Eselon III/Sederajat Rp 362.500,00/OK (Orang/Kegiatan)

2) Eselon IV/Sederajat Rp 352.500,00/OK (Orang/Kegiatan)
d. Notulen

1) Eselon III/Sederajat Rp 294.500,00/OK (Orang/Kegiatan)

2) Eselon IV/Sederajat Rp 264.500,00/OK (Orang/Kegiatan)
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e. Pengamat Kelas

1) Eselon III/Sederajat Rp 39.500,00/OJ (Orang/Jam)
2) Eselon IV/Sederajat Rp 38.500,00/OJ (Orang/Jam)
3) Golongan III Rp 37.500,00/OJ (Orang/Jam)

f. Pembawa Acara

1) Golongan III Rp  100.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
2) Golongan II Rp 75.000,00/ OK (Orang/Kegiatan)
3) Pegawai Harian/Kontrak kerja Rp 65.000,00/ OK YOrang/Kegiatan)

Keterangan : Honorarium penceramah/pengaanyang\berasal dari luar

Daerah ditambah biaya akomos @e esar 0,00.

X1~400,00
36. Insentif Rohaniwan/Pembaca Doa dan Penc ‘ o
12%:60000,/ OK (

a. Rohaniwan 00 ng/Kegiatan)
b. Pembaca Do’a 156.p00,00/OK (Orang/Kegiatan)
c. Penceramah dan Petugas dalam rangkaNgegiatph keaga :

1) pengajian rutin di rumah Dinas Rp 250.000,00/O g/ Kegiatan)

2) kultum apel pagi di Sekret Daerah Kot bumi Rp 150.000,00/O0K
(orang/kegiatan)
3) Petugas Khotib/Iman Rp 00/0 kegiatan)
4) Petugas pembaca Wahyd ITta rotoloK p¢ngajian dan Petugas kebersihan
mesjid Rp 75.000,00/ Ok kegiatan)
okat [

5) Penceramah MUI Qg egionajydan Nasional Rp  10.000.000,00/ OK
(Orang/Kegiata

50.000,00/OH (Orang/Hari)

@atwal, ;(/nggota Marching Band :
. p. 150: /OK (Orang/Kegiatan)

37. Petugas Keamanan

ukabu
Waki ota ke luar Kota Sukabumi
ang/Hari)
dagllar daerah ke Kota Sukabumi
rang/Hari)
Kota (mobil) Rp 75.000,00/OH (Orang/Hari)
ab ota (motor) Rp 50.000,00/OH (Orang/Hari)
ubungan dan Pol. PP
Rp 75.000,00/OH (Orang/Hari)
Rp 50.000,00/ OH (Orang/ Hari)
ngan :

1) Seksi Profokol :

a) Golongan III Rp 75.000,00/ OH (Orang/Hari)

b) Golongan II Rp 50.000,00/ OH (Orang/Hari)
2) Seksi Perlengkapan :

a) Golongan III Rp 75.000,00/ OH (Orang/Hari)

b) Golongan II Rp 50.000,00/ OH (Orang/Hari)

c) Golongan I/TKK Rp 30.000,00/ OH (Orang/Hari)

f. Honor Non PNS Kegiatan Pelatihan Marching Band

1) Instruktur Rp 50.000,00/0] (Orang/Jam
2) Pelatih Korsik Rp 750.000,00/OB (Orang/Bulan)
3) Koordinator Korsik Rp 300.000,00/OB (Orang/Bulan)
4) Anggota Korsik Rp 250.000,00/OB (Orang/Bulan)
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g. Biaya Pelatihan Marching Ban/Orang :
1) Pihak Ketiga Rp 65.000,00/OH (Orang/Hari)
2) Uang Saku Rp 25.500,00/OH (Orang/Hari)

39. Satuan Tertinggi Pemberian Upah Harian Petugas Lapangan
Honorarium/Upah Harian petugas lapangan dalam rangka pengamanan hari-
hari besar yang dilaksanakan oleh petugas gabungan, diatur sebagai berikut :

a. Penanggung jawab Kegiatan Rp Orang/Hari)
b. Penanggungjawab harian kegiatan =~ Rp Orang/Hari)
c. Pengarah Rp Orang/Hari)
d. Koordinator Tim Rp Orang/Hari)
e. Petugas Lapangan :
1) Golongan III Rp ari)
2) Golongan II Rp 0/ OH (Orang/ Hari)
3) Pegawai Harian/Kontrak Kerja Rp 00/ (Owdng/Hari)

40. Pengawas dan Penilik Sekolah :

@

a. SD Rp 0.000,00 Orang/Hari)
b. SMP Rp 50.000, (Orang/Hari)
c. SMA/SMK 50,00 (Orang/Hari)
41. Insentif Petugas Pemeriksa da j %idang Kesehatan :

-s a

Pemeriksaan dokter spesia Rp 900.000,00/PT
Pemeriksa laboratorium ;’ Ds Rp 15.000,00/PT
Pemeriksaan rontgen halj Rp 40.000,00/PT
Pemeriksa rontgen/m3 Rp 90.000,00/PT

Jasa medik dokter u Rp 2.000,00/ Pasien
Rp 4.000,00/Pasien
Rp 1.000,00/ Pasien
Rp 1.000,00/ Pasien
Rp 1.000,00/ Pasien
Rp 1.000,00/ Pasien
Rp 1.000,00/ Pasien
Rp 20.000,00/Orang

Rp 3.000,00/Orang

SErARTER e A0 TP

Rp 550.000,00/ Paket

Rp  200.000,00/Paket

Calon Haji Tahap Rp  50.000,00/Orang
an Calon Haji Tahap II Rp 100.000,00/Orang
42. if/ U@na ¢a Ahli Bidang Informatika :
a. Reporter Rp 40.000,00/Liputan
b. Reporter Foto Rp 25.000,00/Photo
c. Editor Rp 300.000,00/Laporan
d. Desain Grafic User Interfance (GUI) Rp 1.750.000,00/ Kegiatan
e. Ahli Bahasa dan Narator Rp 1.000.000,00/OK (Orang Kegiatan)
f. Ahli Programer Makromedia Rp 1.000.000,00/OK (Orang Kegiatan)
g. Ahli Program Animasi Rp 1.000.000,00/OK (Orang Kegiatan)
h. Ahli Tata Suara Rp 1.000.000,00/OK (Orang Kegiatan)
i. Kameramen dan Fotografer Rp 1.000.000,00/OK (Orang Kegiatan)
j.  Ahli Pengolahan Citra Rp 1.000.000,00/OK (Orang Kegiatan)
k. Ahli Surveyor Rp  500.000,00/OK (Orang Kegiatan)
1. Operator Rp  500.000,00/OK (Orang Kegiatan)
m. Drafter Rp 5.000.000,00/OK (Orang Kegiatan)



20

43. Insentif/ Upah Harian Tenaga Khusus Bidang PSDA

a. Petugas pencatat hujan, duga air, klamatologi, penjaga bendung Penjaga

pintu air dan mantri
b. Juru ukur dan juru gambar

44. Insentif Tenaga Khusus Bidang Kebudayaan dan Pariwisata

Stage Manager/Koordinator Tata
Juru Pelihara Situs/Benda Cagar

Upah harian petugas bidang perkebunqiyRp 35:

o Qo n o e
c
o
V)
=
=
Q
.
Q
5
e
o)
o
c
aQ
Q
»n
%
Q.
Q
=]

6-000,00/ O

Rp 500.000,00/OB (Orang/Bulan)
Rp 100.000,00/OH (Orang/Bulan)

a. Budayawan Rp 500.000,00 Orang/Kegiatan)
b. Seniman Penata Rp 100.000, rang/Jam)

c. Seniman pelatih Rp  75.000 ang/Jam)

d. Penerjemah Naskah Kono Rp 5.000.¢0QQ00XO T Naskah)
e. Pengawas Arkeologi Rp 1.500 / B (Or lan)

f. Tekno Arkeologi Rp 1.008-Q08,00%0B (Ora ulan)

g. MC Profesional ran@y Kegiatan)
h. Pakar/Praktisi ,00/0 g/Kegiatan)
i

j-

K\Orang/kegiatan)
B

475.000,00/QB (Orang/Bulan)
45. Standar Insentif/Upah Harian Bidang Agrobisnis ia

(Upah/Harian)
Upah/Harian)
Upah/Harian)

. H
. Upah harian petugas bidang per Rp 35,000; H
. nakan Rp @,OO/UH
. Upah harian petugas %an ¢ ahan Rp 358QD,00/ UH (Upah/Harian)

Aanan @.000,00 /UH (Upah/Harian)

46. Standar Tertinggi Insen%garian l@s Kegiatan Pameran :

1) Pelaksanaan

Sukabumi
2) Pelaksa m wilayz
JawABar
3) Peldalam w&
b. Petu umbex atau/Jyiru Bicara
1) dkSayjaan dala ilayah Kota Rp
abumi
sanaa am wilayah Provinsi Rp

awa Barg
elakslam wilayah Nasional ~ Rp

85.000,00/OH (Orang/Hari)
150.000,00/ OH (Orang/ Hari)

200.000,00/OH (Orang/Hari)

85.000,00/OH (Orang/Hari)
170.000,00/ OH (Orang/Hari)

250.000,00/ OH (Orang/Hari)

47. Standar Ur@ aku Peserta Diskusi, Seminar, Lokakarya, Sarasehan, Worshop, dan

kegiatan-kegiatan lainnya yang dilaksanakan diluar

daerah yang dalam

pelaksanaannya’ melibatkan dan atau mengutus utusan dari organisasi/lembaga
masyarakat dan orang yang ahli pada bidangnya diluar Pegawai Negeri Sipil dan

Pegawai diluar Kontrak kerja
dengan ketentuan diatur sebagai berikut :

di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi

a. hanya diberikan uang harian Biaya trasportasi lokal dan wang saku Rp

150.000,00/ Hari

b. tidak diperkenankan diberikan biaya perjalanan dinas;

c. biaya jamuan makan dan minum dan  biaya
ditanggung oleh panitia/SKPD yang memberangkatkan.

sewa penginapan/hotel
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48. Standar Tertinggi Pemberian Uang Pembinaan :

a. Lomba Posyandu Rp  3.025.000,00/paket
b. Lomba Posbidu Rp  2.425.000,00/paket
c. Lomba Puskesmas Rp 10.075.000,00/ paket
d. Lomba Puskesmas Pembantu Rp 10.075.000,00/ paket
e. Lomba Dokter Kecil/KKR Rp  1.075.000,00/paket
f. Lomba Sekolah Sehat Rp 300.500,00/ paket
g. Lomba Kadarkum Tingkat Kecamatan :

1) Juaral Rp

2) Juarall Rp

3) Juaralll Rp -96C *
h. Lomba Kadarkum Tingkat Kota g@

1) Juaral Rp 1.7%

2) Juarall Rp O7508Q0p/ paket
3) Juara III R O0,00/a ot O
4) JuaralV 75/000,00/ XAk

49. Honorarium/insentif Petugas Upacara : @

a. Inspektur Upacara Kegiatan Upacara Hari Besar Nsio
1) Walikota Sukabumi 30 K (Orang/Kegiatan)
2) Wakil Walikota Sukabumi N0%Q0/ OK (Orang/Kegiatan)
3) Pejabat Lainnya /OK (Orang/Kegiatan)

b. Inspektur Upacara Tapttﬁn Suci 000,00/ OK (Orang/Kegiatan)
c. Upacara di Lapang 4y %

1) Inspektur Upac

500.000,00/ OK (Orang/Kegiatan)
400.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
300.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
200.000,00/OK (Orang/Kegiatan)

100.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
100.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
50.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
50.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
50.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
40.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
100.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
100.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
30.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
50.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
50.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
50.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
50.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
50.000,00/OK (Orang/Kegiatan)

50. Insentif Petugas Pelayanan KB dan Biaya Operasional Orientasi :

a. Petugas Pelatihan Saka Kencana dan Kegiatan Bhakti Sosial Kencana :
1) Golongan IV Rp  285.000,00/OH (Orang/Hari)
2) Golongan III Rp  280.000,00/OH (Orang/Hari)
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b. Petugas Pelayanan
1) Jasa Pelayanan KB Tim Medis Rp 20.000,00/OA (Orang/ Akseptor)
2) Jasa Petugas Kader Rp 15.000,00/OA (Orang/ Akseptor)
c. Petugas Pendamping/Tim Pendamping Rp 50.000,00/OH (Orang/Hari)
d. Trasport:
1) Petugas Pembinaan Masyarakat Rp 50.000,00/OH (Orang/Hari)
2) Petugas Monitoring Rp 50.000,00/0OH (Orang/Hari)
e. UangSaku :
1) Peserta Harganas Tingkat Pusat Rp 25
2) Peserta Harganas TK. Propinsi Rp }75:
3) Peserta kegiatan pelatihan dan sosialisasi  Rp @f) ),00/0
f. Biaya Operasional dan orientasi : o
1) Biaya Opersional Petugas KB &For B@ 100.00K (Orang/Keg.)
2) Biaya Orientasi Petugas Konseling pdgi p 280.000,00/0K (Orang/Keg.)
Pos KB dan Sub.Pos KB
3) Biaya Orientasi Petugas Konseling P
a) Golongan III K (Orang/Kegiatan)
b) Golongan II OK (Orang/Kegiatan)
c) Golongan I dan KK 0/OK (Orang/Kegiatan)
. Uang Saku Harian (biaya tra aQ flang saku di luar uang makan
untuk kegiatan studi b an kerja ke luar daerah
a. Eselonlla 600.000,00/ OH (Orang/Hari)
b. EselonIlb Rp 550.000,00/OH (Orang/Hari)
c. Eselonlll a Rp 500.000,00/OH (Orang/Hari)
d. EselonIllb Rp 450.000,00/OH (Orang/Hari)
e. EselonlIVa Rp 400.000,00/OH (Orang/Hari)
f. EselonIV Rp 350.000,00/OH (Orang/Hari)
g. Golonga] Rp 300.000,00/OH (Orang/Hari)
h. Golong Rp 275.000,00/OH (Orang/Hari)
i Res ( )

Golongar eg awai@ ontrak KerjaRp 200.000,00/OH (Orang/Hari

1. Stu nding adalah kegiatan yang  dilaksanakan ke

merintah kabupaten/kota  lain dalam propinsi atau luar
opinsi dalam rangka perbandingan terhadap pengkajian/

tugas dan fungsi;

elahaan suatu masalah kebijakan;
unjungan Kerja adalah kegiatan yang dilaksanakan ke
@ pemerintah kabupaten/kota lain dalam rangka pelaksanaan

3. Biaya untuk studi banding dan kunjungan kerja untuk biaya
perjalanan dinas, transportasi, tiket akomodasi jamuan
makan dan minum, dan biaya sewa Penginapan/hotel
disesuaikan dengan tarif yang berlaku didaerah setempat
yang dituju dandikelola  langsung  oleh  panitia
penyelenggara selaku pengguna anggaran;

=

Pemberian uang saku harian paling lama 7 (tujuh) hari dan
pembayaran dilaksanakan secara Lumpsum
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52. Insentif Tenaga Ahli, Kelompok Pakar/Tim Ahli/Nara Sumber di DPRD Kota
Sukabumi, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Tenaga Ahli di Fraksi sebesar Rp 2.000.000,00/OB (Orang/Bulan)

b. Kelompok Pakar/Tim Ahli/Nara Sumber dalam pembahasan Raperda di
DPRD Kota Sukabumi sebesar Rp 3.000.000,00/OK (Orang/Kegiatan)

. Honorarium Pengelola Data :

Honorarium pengelola dan data diperuntukan petugas pengelola
kegiatan/proyek pada suatu SKPD selaku Pe
diberikan berdasarkan umur waktu pelaksagé

A ANggaran (PA) yang
yegiatan dihitung
berdasarkan OB (Orang/Bulan), diatur dengan Sebagai berikut :
1. Pejabat Pengguna Anggaran/Penggu 3

Q
uasa R¥mgsuna Anggaran/
Kuasa Pengguna barang :

a. Pagu Anggaran 0 s/d Rp 50.000.000,00 Rp ZS@OO /OB (Orang/Bulan
b. Pagu anggaran di atas Rp 50.000.000,00 s/d Rp

100.000.000,00 00,00/0OB (Orang/Bulan
c. Pagu anggaran di atas Rp 100

Rp 250.000.000,00 00.000,00/ OB (Orang/Bulan

d. Pagu anggaran di atas Rp 2

Rp 500.000.000,00
e. Pagu anggaran di ata 06-60
Rp 1.000.000.000,00

f. Pagu anggaran di at

460.000,00/ OB (Orang/Bulan
515.000,00/ OB (Orang/Bulan

575.000,00/ OB (Orang/Bulan

7 g
o
o
S
o S
o

630.000,00/ OB (Orang/Bulan
745.000,00/ OB (Orang/Bulan

920.000,00/ OB (Orang/Bulan

ejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) :

d Rp 50.000.000,00 Rp 200.000,00/OB (Orang/Bulan
as Rp 50.000.000,00 s/d Rp
Rp 290.000,00/OB (Orang/Bulan

Rp 345.000,00/OB (Orang/Bulan

Rp 400.000,00/OB (Orang/Bulan
e. Pagu anggaran di atas Rp 500.000.000,00 s/d

Rp 1.000.000.000,00 Rp 460.000,00/OB (Orang/Bulan
f. Pagu anggaran di atas Rp 1.000.000.000,00 s/d

Rp 2.500.000.000,00 Rp 515.000,00/OB (Orang/Bulan
g. Pagu anggaran di atas Rp 2.500.000.000,00 s/d

Rp 5.000.000.000,00 Rp 575.000,00/OB (Orang/Bulan
h. Pagu anggaran di atas Rp 5.000.000.000,00 s/d

Rp 10.000.000.000,00 Rp 690.000,00/OB (Orang/Bulan

i. Pagu anggaran di atas Rp 10.000.000.000,00
s/d Rp 50.000.000.000,00 Rp 720.000,00/OB (Orang/Bulan
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3. Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM :

a. Pagu Anggaran 0 s/d Rp 50.000.000,00

b. Pagu anggaran di atas Rp 50.000.000,00 s/d Rp
100.000.000,00

c. Pagu anggaran di atas Rp 100.000.000,00 s/d
Rp 250.000.000,00

d. Pagu anggaran di atas Rp 250.000.000,00 s/d
Rp 500.000.000,00

e. Pagu anggaran di atas Rp 500.000.000,00 s/d
Rp 1.000.000.000,00

f. Pagu anggaran di atas Rp 1.000.000.000,00 s/d
Rp 2.500.000.000,007

g. Pagu anggaran di atas Rp 2.500.000.000,00 s/d
Rp 5.000.000.000,00

h. Pagu anggaran di atas Rp 5.000.000.000,06
Rp 10.000.000.000,00

i. Pagu anggaran di atas Rp 10.000.0(
s/d Rp 50.000.000.000,00

Rp
Rp
Rp

Rp

4. Bendahara Pengeluaran :

a. Pagu Anggaran 0s/d Rp 50.000
b. Pagu anggaran di atas Rp 5

100.000.000,00
c. Pagu anggaran di atal ,00(s/d
Rp 250.000.000,00

e. Pagu anggaran
Rp 1.000.000.00Q

100.000.000,02
c. Pagu anggaran di atas Rp 100.000.000,00 s/d

Rp 250.000.000,00 Rp
d. Pagu anggaran di atas Rp 250.000.000,00 s/d

Rp 500.000.000,00 Rp
e. Pagu anggaran di atas Rp 500.000.000,00 s/d

Rp 1.000.000.000,00 Rp
f. Pagu anggaran di atas Rp 1.000.000.000,00 s/d

Rp 2.500.000.000,00 Rp
g. Pagu anggaran di atas Rp 2.500.000.000,00 s/d

Rp 5.000.000.000,00 Rp

h. Pagu anggaran di atas Rp 5.000.000.000,00 s/d

Rp 10.000.000.000,00 Rp

175.000,00/ OB (Orang/Bulan
260.000,00/ OB (Orang/Bulan
320.000,00/ OB (Orang/Bulan

345{080,00/ OB (Orang/Bulan

@65.000,00/0]3 (Orang/Bulan

240.000,00/ OB (Orang/Bulan
290.000,00/ OB (Orang/Bulan
325.000,00/ OB (Orang/Bulan
365.000,00/ OB (Orang/Bulan
400.000,00/ OB (Orang/Bulan
460.000,00/ OB (Orang/Bulan
550.000,00/ OB (Orang/Bulan

690.000,00/ OB (Orang/Bulan

115.500,00/ OB (Orang/Bulan
175.000,00/ OB (Orang/Bulan
205.000,00/ OB (Orang/Bulan
230.000,00/ OB (Orang/Bulan
260.000,00/ OB (Orang/Bulan
290.000,00/ OB (Orang/Bulan
320.000,00/ OB (Orang/Bulan

375.000,00/ OB (Orang/Bulan
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i. Pagu anggaran di atas Rp 10.000.000.000,00

s/d Rp 50.000.000.000,00 Rp 400.000,00/OB (Orang/Bulan
D. Lembur :

1. Uang lembur diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan kerja di
luar jam kerja dengan jam kerja paling sedikit 1 (satu) jam;

2. Kerja lembur dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) jam ri atau 15 (lima belas )
jam seminggu;

3. Apabila kerja lembur tersebut dilaksanakan pad ibu¥, waktu kerja
lembur dapat melebihi 3 (tiga) jam; @

4. Pemberian uang lembur pada hari libur se na dirf Qpada angka 3,
diberikan sebesar 200 % (dua ratus persépydaxibeéaran ua bur;

5. Besaran uang lembur tiap-tiap jam i } Negeri Sipil adalah
sebagai berikut :
a. Golongan IV 10 m
b. Golongan III p / Jam
c. GolonganII Rp , 0/ Jam
d. GolonganI/ pegawa@am Rp 6.080,00/ Jam

6. Selain diberi uang lef ang makan sebesar Rp. 10.000,00

1.

'

%nkan
(sepuluh ribu rupiah)‘s melak @

(dua) jam bertur

T

E. Perjalanan Dinas
Uang Har% flan d1 w1layah Kota Sukabumi :

erja lembur sekurang-kurangnya 2

N4 JARAK
No }’9{ IAN 0s/d5km | 5km ke atas KETERANGAN
1 Rp 52.500,00 | Rp 60.500,00 | HOK (Hari Orang Kerja)
2 an III Rp 45.500,00 | Rp 55.500,00 | HOK (Hari Orang Kerja)
an II Rp 38.500,00 | Rp 39.500,00 | HOK (Hari Orang Kerja)
<g/< \3& ngan 6 Rp 33.500,00 | Rp 37.500,00 | HOK (Hari Orang Kerja)
~/

Keterang Khusus perjalanan dinas dalam daerah Kota Sukabumi untuk
Sekretaris Daerah Kota Sukabumi diberikan uang harian

sebesar Rp 60.500,00/ HOK (Hari Orang Kerja)

2. Uang harian perjalanan dinas ke luar wilayah Kota Sukabumi dalam wilayah

Provinsi Jawa Barat :

Gol. IV Gol. III Gol. II Gol. I/KK/
No KAB/KOTA TUJUAN (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) KET
1 | Kab. Cianjur dan Kab.
Sukabumi :
a. Biaya Transportasi 150.000,00 | 125.000,00 | 100.000,00 100.000,00 | HOK
b. Uang Harian (uang makan,
uang saku, transportasi lokal) | 200.000,00 | 190.000,00 | 170.000,00 145.000,00
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Kab./Kota Bogor, Kab./Kota
Bandung, Kab. Bandung Barat,
Kota Depok, dan Kota Cimahi
a. Biaya Transportasi 200.000,00 | 175.000,00 | 150.000,00 125.000,00 | HOK
b. Uang Harian (uang makan,
uang saku, transportasi lokal) | 200.000,00 | 190.000,00 | 170.000,00 145.000,00
Kab. Sumedang dan Kab. HOK
Purwakarta :
a. Biaya Transportasi 250.000,00 | 225.000,00 | Z00\000,00 175.000,00
b. Uang Harian (uang makan,
uang saku, transportasi lokal) | 200.000,00 190.000,0(4\110.&0 00 145.000,00
Kab./Kota Bekasi, Kab. Subang, HOK
Kab. Garut, Kab./Kota @
Tasikmalaya, Kab. Karawang :
a. Biaya Transportasi 300.000,00 225.000,00
b. Uang Harian (uang makan, O
uang saku, transportasi lokal) | 225.000/003 f195.000,00
Kab./Kota Cirebon, Kab. & HOK
Indramayu, Kab.Kuningan, Kab.
Majalengka, Kab. Ciamis, dan
Kota Banjar
a. Biaya Transportasi Q0,00 | 300. OOO@?&OO0,00 250.000
b. Uang Harian (uang makan, %
uang saku, transportasi lokal) \'{2 ,00 195.000,00 195.000
\/
3. Uang harian per]alanan inag @1 w11ayah insi Jawa Barat :
a. Umum: @ &
~ \1(\\7} Gol Gol Gol. 1/
: ol. III ol. II ol. I/KK
No|  rROVINYBISAY | GRS i) (Rp) ®p) | “FT
1 | Provinsi DK‘I‘I akdfa dan HOK
O
@5.000,00 300.000,00 | 275.000,00 250.000
225.000,00 | 215.000,00 | 195.000,00 195.000
2 HOK
< iza Tra orta51 400.000,00 | 375.000,00 | 350.000,00 | 325.000,00
/\& ang (uang
— makan saku,
trangportasi 225.000,00 | 240.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00
usu@ is Daerah :
No \V _ PROVINSI TUJUAN Jumlah KET
1 | Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten : HOK
a. Biaya Transportasi 300.000,00
b. Uang Harian (uang makan, uang saku,
transportasi lokal) 350.000,00
2 | Di luar Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten HOK
a. Biaya Transportasi 450.000,00
b. Uang Harian (uang makan, uang saku,
transportasi lokal) 450.000,00

Keterangan : Belanja Perjalanan Dinas dibayar per hari secara lumpsum
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4. Penginapan/hotel :

c. Bagi pegawai negeri sipil dan pegawai non pegawai negeri sipil di
lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi yang melaksanakan perjalanan
dinas ke luar daerah dalam melaksanakan tugas lebih dari 1 (satu) hari dan
tidak disediakan penginapan oleh panitia penyelenggara diberikan uang
penginapan mengacu pada tabel tersebut di atas, dengan ketentuan sebagai
berikut :

1) Eselon II hotel bintang empat deluxe

2) Eselon III/Golongan IV hotel bintang tiga sgancts
3) Eselon IV/Golongah III hotel bintang dua/8 @a
4) Golongan II/Golongan I/PH/KK hotel bintaqg*

Q

d. Biaya penginapan sesuai dengan @ berla daerah tempat
tujuan perjalanan dinas

e. Biaya penginapan dibayarkan seka dengan bukti tagihan dari

hotel tempat menginap.

5. Moda Transportasi %
Pegawai di lingkungan Pemeripta Suk, yang melaksanakan perjalanan
dinas/studi banding/ kunjung ke luar h dengan menggunakan moda
D , i

kereta api/bus, pengaturan kelas diatur dengan

transportasi pesawat udarg> kapa
ketentuan sebagai berikut :
AL

K/}\;’] ((O) MODA TRANSPORTASI
ESELON/PANXG OL. L S —Fesawat Kereta
No ” N \9 Udara Kapal Laut Api/Bus
1 | Eselon I A YY) /7. Ekonomi | Kelas B Eksekutif
2 | Eselon ITII/PNSGONY NEZ Ekonomi | KelasIl A Eksekutif
3. | Eselon IV/RSG T (2/N Ekonomi | KelasIl A Eksekutif
4. | PNS GQ. W(PNS GAL. 1/Sopis KK/ PH Ekonomi | KelasII A | Eksekutif

NSNS
é@é;@
Q)



TARIF RATA-RATA (Rp)

No. PROVINSI BINTANG | BINTANG | BINTANG | BINTANG
EMPAT TIGA DUA SATU
1 2 5 6 7 8
1 | Nanggroe Aceh Darussalam | 1.140.000 760.000 365.000 250.000
2 | Sumatera Utara 900.000 550.000 300.000 240.000
3 | Riau 860.000 665.000 330.000 245.000
4 | Kepulauan Riau 625.000 500.000 260.000 185.000
5 | Jambi 960.000 560.000 280.000 200.000
6 | Sumatera Barat 850.000 550.000 330.000 275.000
7 | Sumatera Selatan 895.000 400.000 350.000 250.00
8 | Lampung 620.000 560.000 260.000
9 | Bengkulu 460.000 420.000 220.000
10 | Bangka Belitung 475.000 210.000
11 | Banten 1.100.000 . 280.000
12 | Jawa Barat 850.000 355.000
13 | DKI Jakarta 1.200.000 (@50@0
14 | Jawa Tengah 885.000 395.000 0.000
15 | DL Yogyakarta 750.000 350,000 O 225.000
16 | Jawa Timur 860.000 3 5% 275.000
17 | Bali 1.210.0 350 77 495.000
18 | Nusa Tenggara Barat 660. 0( .000 350.900 215.000
19 | Nusa Tenggara Timur 550.0Q0 0.000 .000 220.000
20 | Kalimantan Barat 550.00 500.000 .000 220.000
21 | Kalimantan Tengah 550.000 385.000{ 0.000 230.000
22 | Kalimantan Selatan 550.0%) 340.000 220.000
23 | Kalimantan Timur 565(%; 385.000 230.000
24 | Sulawesi Utara /50087  425.000 220.000
AN,
1 2 ~ (YD )5 o 7 8
25 | Gorontalo N—-820.000 660.000 360.000 165.000
26 | Sulawesi Barat % 550.000< 440.000 330.000 195.000
27 | Sulawesi Selatan 20C 750.000 400.000 275.000
28 | Sulawesi Tengah X} > 440.000 330.000 195.000
29 | Sulawesi Tengg ‘:ﬁ ; Q 440.000 240.000 165.000
30 | Maluku 365.000 320.000 190.000
31 | Maluku Uta 300.000 200.000 150.000
32 | Papua 475.000 375.000 275.000
33 | Irian Jaya(Baxat / 900.000 330.000 290.000




